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TENTANG

PEMBERIAN STATUS NEGERI PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI 2 KASUI KECAMATAN KASUI KABUPATEN WAY KANAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa sebagaimana diamanatkan  dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1943, perlu
dilakukan upayva peningkatan mutu  dan
kualitas pendidikan  secara  optimal tlan
berkelanjutan serta memberikan Sarana dan
prasarana Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM)
di sekolah memadal;

bahwa dalam ranglka meningkatkan
nengelahuan siswa  untuk melanjutkan
pendidikan pada jonjang yang lebin tinggl dan
untuk mengembangkan diri  sejalan dengan
perkembangan  ilmu pengetahuan, tekhnologl
dan kesenian serta meningkatkan kemampuan
siswa scbagai  anggota  masyarakat ¢lalam
mengadakan  hubungan limbal-balik dengan
lingkungan sosial, budaya dan alarn sekitarnya,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimans
dimaksud pada burul a dan huruf o di atas
maka perlu memberikan Status Negerl pada
cekolah Menengah Alas  Negeri @ Kasul
Kecamatan Kasui, Kampung Tanjung Bulan
Kabupaten Way Kanan dan telah memernuhi
syarat-syaral kelayakan untuk diberikan Stalus
Megeri  dengan menetapkannya  dengan
Peraturan Bupati

Undang-Undang Nomaor 12 Tahun 1959 tenlang
pernbentukan Kabupaten  Daegrah Tingkat 1l
Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II
Lampung Timur dan Kota Madya Daerah
Tingkat 1I Metro (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Qs An



Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistern Pendidikan Nasional [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor TH,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Dacrah  (Lembaran Ne._s;ur:]
Republik Indonesia Tabun 2004 Namor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor 4437] sebagaimans teelah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomer 12 Tahun 2008  tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang MNomor
32 Tahun 2004 Tentang Pemerintanan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
5008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor AH44];

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indones:a Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234}

Peraturarn Pemerintah Nomor 29 Tahun | 990
tentang  Pendidikan  Menengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor
37, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 34 1 3);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 20058
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005
tentang  Pengelolaan  Keuangan — Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);



10,

11.

12.

13.

16,

Peraturan Pemerintah Nomar 79 Tahun 2005
tentang Pedornan Pembinaan dan Penpawasan
Penyelenggaraan Pemerinlah Dacerah (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
163, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
lentang Pembagian Urusan Pemerintah Antlara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Dacrah Kabupaten;/Kota
(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun
2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004
tentang  Wajib  Belajar [Lembaran  Megarz
Repuhblik  Indonesia Tahun 2008 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4863}

Peraturan Permerintah Nemor 48 Tahun 2008
lentang Pendanaan  Pendidikan [Lembaran
Negara Republilk Indonesia Tahun 2008 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4864];

Peraturan  Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan  dan Penyelenggaraan
Pendidikan [Lembaran  Negara Republik
[ndonesia Tabun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran MNegara Republik [ndenesia Momor
5105) sehagaimana telab diubah sebanyak dua
kali terakhir dengan FPeraturanb Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 [Lembaran NMegara
Republik Indonesia Tahun 20010 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5157}

Peraturan Daerah Kabupaten Way henan
Momor 2 Tahun 2008 tentans Urusan
pemerintahan Dasral Kabupaten Way hanan
(Lembaran  Daerah Kabupaten Way kanan
Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupalen Way Kanan Nomor 122);
Peraturan Daerah Kabupaten Way kanan
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-
Dinas  Daerah  Kabupaten  Way Kanar
(Lembaran  Daerah Kabupaten Way kanan
Tahun 2004 Nomor 4, Tambehan Lembaran
Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124}

17. Peraturail,....



rd Y
EIEEB‘?EII; Daecrah Kabupaten Way Kanan
et Tﬂ.lhun 2008 tentang Organisasi
0 10aga Teknis Dacrah Kabupaten Way Kanan
Tﬂ"—’i?ﬁba-"ﬂﬁ Daerah Kabupaten Wa}'v Kanan
. un Er{}GEF Nomor 5, Tambahan Lembaran
aerah Kabupaten Way Kanan Nomer 125);

L8, ﬁﬂfﬂturan Daerah Kabupaten Way Kanan
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana
Fc_mbﬁﬂg'uﬂan Jangka Menengah Daerah
[RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-
20135 [Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan
Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Draerah Kabupaten Way Kanan Nomor 139),

19, Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan

| Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran
| Pendapatan  Dan Belanga Daerah [APBD)
Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2012

(Lembaran Daerah  Kabupaten Way KRanan
Tahun 2012 Nomaor 1),

Memperhatikan © Keputusan Menleri Pendidiltan  Nasional Nomoer
NE0/ U 2002 lentang Pedoman Pendirian Sekolah.
MEMUTUSKAN:
Menerapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG FEMBERIAN STATUS
| NEGER| PADA SEKOLAI MENENGAH ATAS NEGERI
5 KASUI KECAMATAN KASUI KABUPATEN WAY
KANAN
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

t ini vang dimaksud dengan:

Dizlam Peraturan Bupa
ten Way Kanan.

adalah Pemerintal [aerah Kabupa
Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanar.
Bupati adalah Bupatl Way Kanall.
Dewan Perwakilan Rakyat Dae rah yan

sdalah DPRD Kabupaten Way Fanan. -
5. Dinas Pendidikan adalah Ninas Pendidikan Kabupaten Way Kanan

: ; i idikan Kabupaten Way kanan
b, Ken: = sdalah Kepala Dinas Pendidi : : .
7, ﬁ{iﬁii E:E:Tai adalah epala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kasu

Keramatan Kesul.
% Hekolah Menengah At
- Menengah Atas Negerl
Y, Pemberian Status Nege
Seknlah Menengah AfaS
Ui,

Femerintah

e A2

g sclanjulnya diseout DPED

45 vang selanjutnya disebut gMA adalah Sekolah

2 Kasul Kecamatarn Fasual, _
i adalah nMemberi  status Negeri kepada

Negerl 2 Kasui Kecamatan Blambangan




BAB I
PEMERIAN STATUS

Pasal 2

Dengan F‘Era_t];’]l'an Bupati ini maks memberikan Status Negeri pada SMa
Neperi 2 kasul Kecamatan Kasui,

BAB III
ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu
Organisasi

Pasal 3

(1] 5MA Negert 2 Kasui Kecamatan Kasui dipimnpin oleh seorang Kepala
Sekolah.

(7} Kepala 3ekolah bertangeung jawab Kepala Dinas Pendidikan.

'3 Wakil Kepala Sekolah, Tenaga Fungsional/ Pengsjar/ Gura dan Kepala
Tata Usaha berlanggung jawab kepada Kepala Sekolah,

4] Struktur Organisasi SMA Negeri 2 Kesui Kecamatan Kasul sebagaimana
lerlampir dalam Peraturan Bupstr dan satu kesufuan yang tidak
terpisahloan,

Bagian Kedua
Tata Kerja

Pasal 4

Dalarn melaksanakan lugas Kepald sekolah Menengah Atas _I*Ie.geri 2
Kusui Kecamatan Kasui wajib menerapkan prinsip koordinasi, Iniegriias
i secara vertikal dan horizotal baik dalam lingkup unit

dan sinkronisz ; S
sppara instruksional kepada UnNsUr jajarannys.

kerjanya maupun

Pasal 5

a Kepala SMA Negert 2 Kasui mengikutl dan

Dalam melaksanakan tagasny : s
inas Pendidikan dan peraturan

mematuhi petunjuk-petunjuk Kepala D
erundang-undangan yang berlaku,

Pasal 6

Kecamatan Kasui wajib memberi petunjuk,
pekerjaan  yang dilaksanakan oleh wunsur
gas di lingkungan unik kerja berada.

Kepala SMA Negeri 2 Kasui
membing dan  mengawEasl
pembanty dan pelaksana tui

Pasal 7

Kepala SMA Negeri 2 Kasul Kecamatan Kasui wajib melaksanakan
koordinasi dan  pengawasar melekat  {Waskat) kepada  jajaran di

bﬁ‘r‘a’ﬁh“};al




Pasal 8

| setiap pclaETnﬂH Yang berada 4 lingkungan SMA Negeri 2 I{ﬂ_ﬂ.ui
pecamatan &m_bﬂ_rlgs_n Umpu wajib mengikuti dan mematuhi petun] uk
gan bertanggungiawab kepada Kepala sekalah,

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesaru
! Tugas Pokeok

Pasal 9

2hA Negeri 2 Kasui Kecamsran Kasui mempl_m}’ai tugas ]:JDJ{E"k
qenvelenggarakan Proses Helajur Mengajar pada Sekeclah Menengah Atas
sesuar dengan  kurikulum dan peraturan perundang-undangan  yang
Aerlaki.

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 10

Uriuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 9,
SMA Negerl 2 Kasui Kecamatan Kasul berfungsi:
a. melakulkan kegiatan pendidikan tingkat menengah  alas sesual

kurikulum yang berlaku,
b menvusun program pembelajaran dan merencanakan leurikulum untuk

nap lahun pelajaran darn semesler;

 merumuskan  program  pendidikan,  program pengajaran dan
melaksanalkan kalonder pendidikan pada setiap tahun pelajaran dan

[

sEmester: I |
d. mengembangkan  program pendidikan, program pengsjaran  sesuat
dengan kebutuhan masyarakat sekitar,

& melsksanakan program pendidikan dan program pembelajaran melaln

segiatan kurikuler dan ckatrakurikuler;
[ mengendalikan program pengajaran dan kegiatan kelajar mengajar; dan

& Mmelakukan penilaian pengajaran dan  melaksanakan perumusan

sesaran Lelajar.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 11

H'.iﬂj"ﬁ vang diperlukan herkaitan dengan pemberian status negeri dan
1a4ya-liava lain vang diperiukan d;?.lam rangka penyelenggaraan tugas
Pokok dan funesi SMA Negeri 2 Kasui Kecamalan Kasui, dibebankan pada
"!'-ngg.':u':_-m PEHL?H.TJELEHH dan Belanja Da.tl'ql:".h (APBD) Kabupaten Way Kanan
Seren Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [APBM| sesuai dengan

Entian - ang berlalou,



BAB VI
EKETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

pengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini maka Semus Eara!?lff-
dan prasarana serta dokumentasi vang ada pada SMA Megeri 2 i{a_sq
Kecamalan Kasui sebelum dinegerikan menjadi asel dan dolkumentasl
SMA Negerl 2 Kasul Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan.

@] Sepﬂnjﬂﬂg Lelum diterntulkan lairy, proses belajar IRCIlgﬂjﬁr.SM-ﬂL f"ﬂlfgﬂ;
© 7 Kasui Kecamatlan Kasui tetap herjalan schagaimana higsa sampal
ada ketentuan lebih lanjut,

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar sehap  orang  mengetahuinya  memerintabian pengundangan
j{ﬁmu]mn Bupati im dengan penempatannya dalam Berita Daerah

‘Kabupalen Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pads tanggal 5 November 2012

BUPATI WAY HANAN,

Dto,

BUSTAMI ZAINUDIN

Diundangkan di Blambangan Umpu
Pada tangpal 5 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,
Dto,

BUSTAM HADORI
BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2012 NOMOR 33

Disalin seguai dengan aslinya
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NIP. 106201215 198101 1 001




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR . a3 TAHUN 2012

PERIMAL : PEMBERIAN STATUS
NEGERI PADA SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI 2
KASUI KECAMATAN KASUI
KABUPATEN WAY KANAN.

STUKTUR ORGANISAS]
SEKOLAH MENENGAH ATAS {SMA) NEGERI 2 KASUI
_ KECAMATAN KASUI KABUPATEN WAY KANAN

' Badan lerar Serts B
2SS +— Kepala Sekolah
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Sekolah ‘

| Walkil Kepala Seleolah
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:__ Geris Komanda
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